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INTISARI

Pencurian sumber daya ikan di laut Indonesia telah menimbulkan kerugian besar dari sektor
perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kelautan dan
Perikanan mengambil kebijakan tegas untuk memberantas illegal fishing melalui tindakan
penenggelaman kapal pelaku illegal fishing.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kepribadian Menteri Susi Pudjiastuti
berpengaruh terhadap perubahan kebijakan penanganan illegal fishing di Indonesia. Dilihat
dari upaya yang dilakukan Menteri Susi yang cenderung tegas dan agresif terhadap kebijakan
penenggelaman kapal asing. Ditinjau dari faktor idiosinkratik berdasarkan karakteristik
kepribadian Susi yang terdiri dari Nasionalisme, Percaya pada kemampuan sendiri untuk
mengendalikan situasi dan Kebutuhan akan kekuatan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan penanganan illegal fishing
khusunya kebijakan penenggelaman kapal disebabkan karena perbedaan karakteristik
kepribadian Susi dengan pemerintahan sebelumnya. Dimana pada masa Menteri Susi dalam
kebijakan penenggelaman kapal asing, Susi memiliki rasa nasionalisme yang cenderung tinggi
dengan tetap mempertahankan kebijakan penenggelaman kapal asing, memiliki keinginan
mengontrol kegiatan yang tinggi terhadap implementasi kebijakan penenggelaman kapal dan
memiliki kebutuhan akan kekuatan yang tinggi terhadap pemberlakuan Kkebijakan
penenggelaman kapal asing secara terbuka.

Kata kunci: Kebijakan, Pencuri lIkan, Penenggelaman Kapal Asing, Susi Pudjiastuti,
Indonesia, ldiosinkratik, Nasionalisme, Percaya pada Kemampuan Sendiri untuk
Mengendalikan Situasi, Kebutuhan akan Kekuatan.
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ABSTRACT

Illegal fishing in Indonesian sea has resulted in big loss in fishery sector in the attempt of
realizing the people wellbeing. Maritime and Fishery Ministry makes firm policy to eradicate
illegal fishing through sinking the ship of illegal fishing perpetrator.

This research aimed to, explain how the personality of Minister Susi Pudjiastuti effect the
change of policy for handling illegal fishing in Indonesian. Judging by the efforts which is
conducted Minister Susi who tend assertive and aggressive towards the policy of foreign ships
sinking. In terms of idiosyncratic factors based personal characteristics Susi consisting of
nationalism, belief in one’s own ability to control events and the need for power.

The result of research revealed that change of policy for handling illegal fishing, especially
ship sinking policy, due to difference in personal characteristics Susi with the previous
government. Where during the Minister Susi in the foreign ships sinking policy, Susi has a
tend to be high sense of nationalism while maintain of foreign ships sinking policy, has a high
desire to control activities towards the implementation of policy of sinking, and has a high
need for power the openly enforcement of foreign ships sinking policy.

Keywords: Policy, Foreign Ships Sinking, Susi Pudjiastuti, Indonesian, Idiosyncratic,
Nationalism, Belief in One’s Own Ability to Control Events, Need for Power.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.480
pulau, dengan garis pantai sepanjang 95.181 Km? (Dewan Kelautan Indonesia 2006: 6)

Gambar 1.1 Wilayah Laut Indonesia

— AW

— EET

——— SEATERITORIAL 12 MILES

Sumber : RPJIMN 2015-2019 oleh Kementerian PPN/Bappenas
Dari gambar diatas yang bertanda panah menunjukkan Alur Luat Kepulauan Indonesia

(ALKI) yang mana ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut
Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Garis ungu menunjukkan
perbatasan perairan Indonesia yaitu ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), sedangkan garis hitam
menunjukkan laut teritorial perairan Indonesia sepanjang 12 mil.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Laut Indonesia

No Perairan Luas(Km?®)
1 Perairan Kepulauan 2,95 juta
2 Territorial 0,3 juta
3 ZEE Indonesia 2,55 juta

Total 5,8 juta




Sumber : Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
olen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dari tabel diatas kedaulatan atas wilayah perairan yang Indonesia miliki seluas 5,8 juta
Km? yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,95 juta Km?, laut teritorial seluas 0,3 juta
Km? dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,55 Km?.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah salah satu zona maritim selain laut lepas, laut wilayah,
landasan kontinen dan zona tambahan. Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur
tentang ZEE yaitu UU No.5 Tahun 1983 yang berisi tentang perbatasan perairan Indonesia
yang terdiri atas dasar laut, tanah di dalam lautan dan batas terluar sebesar 200 mil dari garis
pangkal laut wilayah kedaulatan Indonesia (Natsir, 2016: 21-31).

Sementara itu, sepanjang 12 mil laut teritorial perairan Indonesia diukur dari garis
pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas dasar laut, wilayah laut,
subsoil, udara dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia memiliki
kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional
untuk pelayaran internasional (Geischa, 2019).

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan salah satu negara yang
memiliki Sumber Kekayaan Alam Laut (SKAL) yang menjanjikan untuk dieksplorasi dan
dieksploitasi sebagai penggerak utama (prime mover) pembangunan nasional. Dalam
pembangunan nasional haruslah dilandasi dengan kondisi aman dan stabil karena Indonesia
merupakan negara mitra ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

Pada 20 Oktober 2014 dalam pidato pelantikan kenegaraan presiden Joko Widodo, beliau
menegaskan tentang pentingnya keamanan kelautan yang dimiliki oleh Indonesia serta

pemanfaatan secara tepat dan efisien, yang berisikan, bahwa kejayaan Indonesia berada pada
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kekuatan kelautan dan negara harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan
Indonesia sebagai negara maritim, karena selama ini haluan kebijakan Indonesia tidak terfokus
terhadap sektor kelautan namun lebih condong kepada sektor pembangunan. Oleh sebab itu,
orientasi pembangunan yang lebih memperhatikan wilayah daratan perlu diubah mengingat
laut merupakan sumber penghidupan di masa depan. Paradigma pembangunan di sektor
kelautan yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi tugas pemerintah untuk
mengembalikan kejayaan bangsa ini sebagai negara maritim.

Pengamanan kelautan lebih diperketat dan diperkuat dengan menambah infrastruktur dan
armada kelautan untuk membendung ancaman-ancaman di kelautan dengan melakukan
tindakan berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing
sebagai bentuk tindakan preventif. Penunjukkan Menteri Perikanan dan Kelautan yaitu Susi
Pudjiastuti sebagai penanggung jawab dalam mengatasi permasalahan pada keluatan
Indonesia.

Susi  Pudjiastuti  ditunjuk sebagai menteri di Kementerian Kelautan dan
Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang ditetapkan secara resmi
pada 26 Oktober 2014 (Widianto, 2014). Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan
Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal.
Namanya bahkan dikaitkan dengan kata "tenggelamkan" yang mengacu kepada hukuman
penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia (detikfinance, 2018). Upaya ini
pada akhirnya membuahkan hasil dalam memerangi pencurian ikan. Kebijakan agresif Susi
terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan

berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12% (Ning



Rahayu (Warta Ekonomi), 2019). Kebijakan tegas dalam memerangi pencurian ikan oleh Susi
Pudjiastuti juga berdampak pada meningkatnya ekspor ikan Indonesia.

Persoalan pencurian ikan oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumber daya
perikanan belaka melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal
sangat prinsip bagi negara Indonesia. Proses penenggelaman kapal yang dilakukan saat ini
tidak terlepas dari koridor-koridor hukum yang berlaku. Instruksi untuk melakukan
penenggelaman bagi kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia
didasari oleh aturan dalam pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (KKP,
2019), adapun pasal soal penenggelaman kapal asing dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan
yang berbunyi:

1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan
hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi
dengan senjata api.

3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan
kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau
pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau
penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang
cukup.

Pemberlakuan peraturan penenggelaman kapal nelayan asing ilegal yang menangkap ikan

di perairan Indonesia merupakan salah satu bukti ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk



melindungi kekayaan laut Indonesia, dari segi keamanan, kebijakan ini efektif untuk
mencegah terjadinya tindakan Illegal Fishing dan memberikan dampak kepada para nelayan
asing ilegal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Sehingga hal ini penting untuk diteliti
lebih lanjut karena dari banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memberantas
illegal fishing, menurut penulis kebijakan penenggelaman kapal asing paling efektif dan
memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia di bidang perikanan serta dapat
memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing.

Secara harfiah, ITUUF (lllegal, Unreported and Unregulated Fishing) dapat diartikan
sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak diatur oleh peraturan yang ada, dan
aktivitasnya tidak dilaporkan kepada institusi atau lembaga pengelola perikanan yang
berwenang.

Akibat dari praktik illegal fishing, Indonesia mengalami banyak jenis kerugian. Pertama,
kerugian dari hasil laut mencapai Rp30 triliun pertahun. Kedua, overfishing dan overcapacity
sehingga menyebabkan kerusakan pada pelestarian sumber daya ikan dan penurunan stok ikan.
Ketiga, turunnya tangkapan per-unit usaha nelayan dan perusahaan nasional yang
mengakibatkan usaha perikanan di Indonesia menjadi tidak kondusif karena menurunnya
pasokan ikan. Keempat, nelayan lokal menjadi semakin terpinggirkan akibat kalah bersaing
dengan nelayan asing.

Kejahatan illegal fishing merupakan tantangan bagi Pemerintah Indonesia karena
Kejahatan ini sifatnya lintas batas dan aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, salah satu orang yang peduli terhadap permasalahan
illegal fishing. Kebijakan penenggelaman kapal terhadap kapal pencuri ikan yang dilakukan

Menteri Susi terbukti “ampuh” dalam mengurangi jumlah kejahatan maritim. Hal tersebut



dilihat pada akhir tahun 2014, jumlah angka illegal fishing menurun sampai 90% (Hakam,
2015).

Dalam hal ini, Menteri Susi memiliki pengaruh yang besar terhadap permasalahan yang
terjadi di wilayah laut Indonesia khususnya dalam menangani masalah lllegal Fishing.
Menteri Susi mempunyai kinerja yang sangat bagus karena dapat menerapkan kebijakan
penenggelaman kapal, kebijakan yang tidak bisa diterapkan dijabatan sebelum Menteri Susi
terpilin menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Melalui langkah-langkah penggunaan
hukum, “tindak tutur” yang kuat menenggelamkan kapal, membentuk satuan tugas khusus
IUU Fishing dan banyaknya kapal yang ditenggelamkan oleh Menteri Susi menunjukkan
betapa upaya implementasi kebijakan ini berhasil dibandingkan pemerintahan sebelumnya,
sehingga hal tersebut, memunculkan problem dalam menangani kasus illegal fishing. Dimana,
terdapat perubahan kebijakan dalam menangani illegal fishing yang dilakukan oleh Menteri
Susi dengan Menteri sebelumnya yaitu Menteri Sharif Cicip Sutarjo.

Susi dikenal sangat giat dalam memberantas illegal fishing di laut Indonesia, dengan lebih
sering menenggelaman kapal terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan
Indonesia. Susi menjelaskan bahwa kapal-kapal yang ditenggelamkan akan menjadi terumbu
karang. Selain itu, lokasi penenggelaman juga dipilih di area yang tidak ada terumbu
karangnya dan kapal-kapal tersebut sudah dibersihkan dari benda yang berpotensi merusak
lingkungan. Susi enggan menggunakan metode lelang kapal karena berpotensi dibeli kembali
oleh pencuri ikan dengan harga yang murah. Langkah yang dilakukan Susi sudah sesuai
dengan undang-undang perikanan, agenda pertama pemerintahan Presiden Jokowi yaitu visi

Poros Maritim Dunia (PMD), dan Nawacita Jokowi point pertama dan keempat.



Berbeda dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di bawah Menteri
Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo atau yang akrab disapa Cicip, implementasi
kebijakan penenggelaman kapal sangat jarang dilakukan hal tersebut sesuai dengan perintah
presiden SBY dengan tujuan untuk menjaga citra positif Indonesia di mata dunia internasional
dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. Cicip meminta kapal-kapal penangkap
ikan hasil sitaan dari nelayan asing untuk dihibahkan kepada nelayan dan perguruan tinggi
dibandingkan dengan menenggelamkan kapal, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan
kontribusi terhadap ekonomi dan penelitian di bidang kelautan (detikfinance, 2012).

Hal ini dibuktikan dengan adanya data penangkapan dan penenggelaman kapal oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai negara-negara asal kapal pelaku illegal
fishing antara rezim Pemerintahan SBY dibawah Menteri Cicip dan Jokowi dibawah Menteri
Susi.

Tabel 1.2 Jumlah Kapal Ikan yang Ditangkap oleh Kapal Pengawas Patroli Ditjen Berdasarkan
Negara Asal, Periode (2010-2014) & Periode (2015-2019)

NO Negara Asal Kapal Periode (2010-2014) Periode (2015-2019)
SBY Jokowi
1 Indonesia 142 229
2 Malaysia 52 72
3 Vietnam 223 234
4 Thailand 29 7
5 China 7 1
6 Hongkong 1 -
7 Taiwan 6 -
8 Philipina 47 58
9 Timor Leste - 1
10 Panama - 1
TOTAL 507 603

Sumber : 1) Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015. 2)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 9 September 2019.




Berdasarkan tabel 1.2, pelaku illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia banyak
dilakukan oleh nelayan dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Thailand,
Filipina dan negara di luar ASEAN seperti China, Hongkong, Taiwan, Timor Leste dan
Panama. Dari banyaknya Kapal lkan Asing (KIA), kapal yang banyak ditangkap berasal dari
Vietnam, yaitu sebanyak 223 kapal (2010-2014) dan 234 kapal (2015-2019) disebabkan
creeping jurisdiction. Dimana kebanyakan dari nelayan Vietnam menganggap bahwa perairan
penangkapan ikan yang mereka lakukan adalah sifatnya bebas (tidak dimiliki oleh negara
manapun) dan merupakan wilayah mereka (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2017).
berdasarkan angka tersebut, 81% melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada
periode SBY tahun 2009-2011 kapal yang sudah ditenggelamkan berjumlah 32 kapal
perikanan asing, Vietham 31 dan Thailand 1, semuanya terjadi pada tahun 2009, kemudian
tahun 2011-September 2014 tidak ditemukannya kasus penenggelaman kapal asing.
Sedangkan pada periode Jokowi dapat di lihat pada tabel berikut ini :.

Tabel 1.2 Jumlah Kapal Ikan yang di Tenggelamkan oleh KKP dibawah Menteri Susi
Pudjiastuti Berdasarkan Bendera Kapal pada periode Jokowi (2014-2019)

No Bendera Kapal Total
1 Vietnam 302
2 Filipina 01
3 Thailand 50
4 Malaysia 41
5 Indonesia 27
6 Papua Nugini 2
7 China 1
8 Belize 1
9 Tanpa Negara 1

Total
(Nov 2014-Mei 2019) 516 Kapal




Sumber : Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia (2019) oleh Dr. Mas
Achmad Santosa, S.H., LL.M. Koordinator Staf Khusus SATGAS 115.

Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat jelas bahwa terdapat perubahan terhadap kebijakan
penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Menteri Cicip dan Menteri Susi, dimana pada masa
Menteri Cicip kebijakan tersebut tidak dilakukan secara intens sesuai dengan perintah presiden
SBY, hal tersebut dilakukan untuk menghindari citra yang buruk dimata dunia internasional.
Pemerintahan SBY terlihat mempertimbangkan implikasi yang akan terjadi terhadap
hubungan dengan negara-negara lain jika melakukan kebijakan penenggelaman kapal asing
secara intens dan lebih memilih untuk menghibahkan kapal kepada para nelayan dan
perguruan tinggi ketimbang menenggelamkan kapal.

Berbeda dengan periode pemerintahan Jokowi, sikap dan kebijakan dalam penanganan
kasus illegal fishing tersebut dilakukan dengan penenggelaman kapal asing secara intens di
bawah Menteri Susi yang memiliki sikap tegas dan antusias terhadap kebijakan
penenggelaman kapal. Hal ini berpacu pada landasan serangkaian kebijakan yang berupa
doktrin Poros Maritim dan Nawacita Jokowi. Dimana doktrin Poros Maritim Jokowi
menjadikan isu IUUF sebagai prioritas utama pengejawantahan dimensi eksternal dari visi
PMD. Dibuktikan dengan adanya kebijakan peledakan dan penenggalaman kapal yang
dilakukan oleh Menteri Susi terhadap nelayan yang melakukan aktivitas perikanan ilegal di
wilayah Indonesia (Laksmana, Gindarsah & Mantong, 2018: 9).

Hal tersebutlah yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai
penanganan kasus illegal fishing melalui kebijakan penenggelaman kapal asing yang
dilaksanakan oleh Menteri Susi dibawah kepemimpinan Jokowi.

Dengan demikian, corak kepemimpinan Jokowi terhadap kebijakan penenggelaman kapal

sangat ditentukan oleh karakteristik kepribadian dari Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu
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Susi Pudjiastuti. Karakteristik kepribadian ini disebabkan karena faktor idiosinkratik individu
yang berbeda dalam menyelesaikan kasus illegal fishing. Hal ini merupakan dinamika yang
menarik untuk diteliti dan dikaji sebagai suatu kesinambungan proses pemerintah Indonesia
dalam menanggapi isu illegal fishing dengan karakter kepribadian Susi yang cenderung tinggi
terhadap penenggelaman kapal asing dalam menjaga kedaulatan di wilayah perairan
Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan data-data yang penulis jelaskan diatas, menjadikan
penulis tertarik untuk mengkaji upaya penanganan pemerintah Indonesia dalam menangani
kasus illegal fishing oleh pemerintahan Jokowi dibawah Menteri Susi yang berbeda dengan

pemerintahan sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah atas pertanyaan
besar dalam penelitian ini, yakni Bagaimana Kepribadian Menteri Susi Pudjiastuti
Berpengaruh Terhadap Perubahan Kebijakan Penanganan Illegal Fishing di Era

Pemerintahan Jokowi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1.3.1 Tujuan Objektif

a. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti di era Pemerintahan Joko Widodo dalam menangani kasus illegal fishing di
wilayah perairan Indonesia.

b. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab kebijakan

penanganan illegal fishing di era Jokowi berbeda dengan era SBY.
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1.3.2 Tujuan Subjektif

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana limu
Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.

b. Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dapat memberikan kontribusi

positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hubungan internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa
pemahaman terhadap perubahan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani isu
Internasional khususnya isu Illegal Fishing.

2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada pembaca
mengenai kasus yang terjadi dan diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademisi

yang berkaitan dengan konflik nasional maupun internasional.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan
beberapa kajian maupun literatur sebagai bahan referensi guna memperkuat dan
mengembangkan penelitian ini.

Pertama, Peneliti menggunakan jurnal yang diterbitkan oleh lImu Pemerintahan FISIP
Universitas Riau dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal
Fishing pada tahun 2014-2015”. Didalam jurnal ini dijelaskan bahwa permasalahan illegal
fishing di perairan Indonesia sudah berlangsung sejak lama, sehingga dalam penyelesaiannya
diperlukan penanganan yang serius. Diantaranya yaitu penguatan perundang-undangan
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melalui revisi dalam mengatur tata izin penangkapan ikan secara legal, penguatan pada
struktur birokrasi melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan membentuk tim bagian
khusus menangani illegal fishing serta penguatan hukum terhadap pelaku illegal fishing dapat
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis berfokus pada kebijakan
pemerintah Indonesia dalam menangani illegal fishing pada tahun 2014-2019. Sedangkan
Pada penelitian terdahulu batasan penelitian yaitu dari tahun 2014-2015.

Kedua, Peneliti menggunakan jurnal yang diterbitkan oleh Gema Keadilan. Dengan judul
“Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Illegal Fishing di Indonesia”. Di dalam
jurnal ini menjelaskan tentang semakin maraknya illegal fishing yang terjadi di Indonesia
menyebabkan timbulnya kerugian bagi Indonesia sendiri, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan pengawasan maritim, Pemerintah Indonesia
mengeluarkan peraturan presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang menjadi
pedoman bagi Kementerian atau pemangku kepentingan di bidang kelautan, yang bertumpu
pada code of conduct for responsible and sustainable fisheries. Kebijakan tersebut sebagai
upaya dalam menangani illegal fishing di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis fokus kebijakannya
yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terhadap
kebijakan penenggelaman kapal. Sedangkan pada penelitian terdahulu, fokus kebijakannya

yaitu dari dalam negeri seperti kebijakan KKP.
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Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No | Penelitian Terdahulu Keterangan
Nama Penulis T. Muhammad Almuzzamil
! Judul Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi

Illegal Fishing pada tahun 2014-2015

Nama Jurnal JOM FISIP Vol.4 No.2, llmu Pemerintahan FISIP
Universitas Riau

Tahun Oktober 2017

Hasil Penelitian Memaparkan mengenai cara  penanggulangan
pemerintah Indonesia terhadap permasalahan illegal
fishing, diantaranya adalah penguatan struktur birokrasi,
penguatan perundang-undangan, dan penguatan hukum
terhadap tindak pidana pelaku illegal fishing.

Perbandingan penelitian penulis berfokus pada kebijakan pemerintah
Indonesia dalam menangani illegal fishing pada tahun
2014-2019. Sedangkan Pada penelitian diatas batasan
penelitian yaitu dari tahun 2014-2015.

2 | Nama Penulis Dwiyanti Putri

Judul Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani
Illegal Fishing di Indonesia

Nama Jurnal Gema Keadilan Fakultas Hukum Undip

Tahun 2017

Hasil Penelitian

Memaparkan mengenai kebijakan pemerintah dengan
mengeluarkan peraturan presiden tentang Kebijakan
Kelautan Indonesia yang menjadi pedoman bagi
kementerian atau pemangku kepentingan di bidang
kelautan dalam melaksanakan pengawasan maritim
Indonesia. Terdapat enam kebijakan utama yang
keluarkan oleh KKP, dimana kebijakannya mengacu

pada code of conduct for responsible and sustainable

13




fisheries. Kebijakan tersebut sebagai upaya dalam

menangani illegal fishing di Indonesia.

Perbandingan penelitian penulis fokus kebijakannya yaitu menjelaskan
karakter Menteri Susi Pudjiastuti dalam menangani
illegal fishing melalui implementasi kebijakan
penenggelaman kapal asing oleh Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP). Sedangkan pada penelitian
terdahulu, fokus kebijakannya yaitu dari dalam negeri
seperti kebijakan KKP.

1.6

Landasan Teori (Landasan Konseptual)

1.6.1 Kerangka Teori

a. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah pendekatan yang relevan sebagai upaya pemerintah
Indonesia dalam menangani illegal fishing sekaligus tujuan dan motivasi keseriusan
pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan tersebut. Kepentingan nasional dari
kedaulatan wilayah dalam upaya untuk mengamankan kekayaan dan sumber daya
nasional menjadi bagian penting bagi negara manapun, termasuk Indonesia. Hal inilah
yang menjadikan relevannya konsep kepentingan nasional terhadap upaya Pemerintah
Indonesia dalam menangani illegal fishing.

Kepentingan nasional adalah salah satu pendekatan klasik yang terus berkembang
sebagai pendekatan kontemporer. Kepentingan nasional menurut Henry Kissinger seorang
akademisi, sekaligus mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menurutnya
kepentingan nasional berhasil bertransformasi dari jaman ke jaman, baik pra kolonialis

hingga era millenium ketiga. Secara lengkap Kissinger menyatakan bahwa :
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“kepentingan nasional merupakan teori dasar politik negara bangsa dari masa

lalu hingga masa kontemporer. Kepentingan nasional berkaitan terhadap

kelangsungan hidup negara bangsa karena pada prinsipnya kebutuhan suatu

negara sifatnya tidak terbatas, sedangkan sumber daya suatu negara sifatnya
terbatas. Dengan demikian dalam mencapai kepentingan nasional, interaksi

l;i;jasama dan kebijakan luar negeri menjadi sangat penting” (Kissinger, 2012:

Dari proposisi Henry Kissinger di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan
nasional adalah tujuan akhir dari implementasi kebijakan luar negeri yang dimulai sejak
lama dari masa kolonialisme hingga saat ini (milenium ketiga). Sehingga kepentingan
nasional tetap menjadi pendekatan yang relevan terhadap perkembangan jaman.

Berkaitan dengan kebijakan Indonesia dalam menangani illegal fishing, berbagai
upaya telah dijalankan, baik dari penegakan hukum hingga diplomasi publik (WOC)
dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan wilayah maupun kekayaan maritim yang
menjadi bagian penting dari kepentingan nasional. Jika illegal fishing tidak ditangani
dalam jangka pendek maupun panjang maka akan menimbulkan persoalan serius dalam
aspek yang lebih luas, diantaranya kepentingan nasional pada aspek pertahanan, tata
laksana internasional hingga ideologi.

Berdasarkan uraian pendekatan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan
nasional Indonesia berkaitan dengan upaya penanganan pencurian ikan adalah bagian dari
pencapaian kepentingan nasional. Setidaknya masalah ini berhubungan dengan aspek
ekonomi yaitu sumber daya alam berupa hasil laut, khususnya ikan, serta aspek
pertahanan yaitu berkaitan dengan pelanggaran batas laut.

b. Konsep Idiosinkratik

1. Definisi Idiosinkratik
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Individu dalam hubungan internasional memiliki peranan yang signifikan, dimana
dalam studi hubungan internasional teoritisi perilaku individu sangatlah diperhatikan,
karena individu merupakan salah satu bagian dari pembuat keputusan atau kebijakan
dengan maksud untuk mempengaruhi hasil dari politik luar negeri. Politik luar negeri
adalah suatu strategi dalam menghadapi politik internasional yang sedang berlangsung.
Maka faktor individu akan mempengaruhi setiap kegiatan politik luar negeri suatu negara.

Individu dalam membuat suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh latar belakang,
keinginan yang dimiliki, arus informasi yang diketahui serta tujuan yang hendak dicapai
(occasion for decision) individu tersebut. Dalam decision making process kuatnya
pengaruh seorang individu pada akhirnya memunculkan istilah idiosinkratik dalam politik
luar negeri. Idiosinkratik mempelajari hal-hal yang mempengaruhi seorang individu
dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh pada hubungan luar negeri.

Dalam buku Teori-teori Kepribadian dan Mental Hygine, Warren menjelaskan bahwa
idiosinkratik adalah keseluruhan pengaturan mental seseorang pada seluruh tahap dalam
perkembangannya. Hal ini meliputi fase-fase dari karakteristik manusia, intelektualitas,
tempramen, keahlian moral, dan sikap yang telah dibangun dalam perjalanan hidup
seseorang setelah memperhatikan perkembangan dalam fase-fase yang telah dibangun
tersebut (Kartini dan Kartono, 1974)

Secara umum idiosinkratik adalah semua aspek yang dimiliki oleh pembuat
keputusan, bakat, nilai dan pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi proses
pengambilan keputusan maupun pengambilan kebijakan yang dilakukannya. Lebih

singkatnya, James Couloumbis dan Wolfe mendefinisikan faktor idiosinkratik sebagai
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salah satu variabel yang berkaitan dengan persepsi, citra (image), dan karakteristik pribadi
individu pembuat keputusan.
2. Karakteristik Kepribadian Dalam Politik Luar Negeri
Untuk mempelajari idiosinkratik maka perlu dipelajari kepribadian seseorang

tersebut. Menurut Margaret G. Hermann yang menggambarkan karakter kepribadian
individu masing-masing pemimpin negara didunia, sebagai berikut:
1. Nasionalisme

Nasionalisme menurut Hermann (1980) disebut sebagai pandangan yang menempatkan
suatu negara pada tempat pertama. Seberapa pengaruh keterkaitan emosi yang dimiliki
pemimpin terhadap bangsanya, khususnya rasa cinta tanah air serta adanya tekanan agar
menegakkan kehormatan dan kedaulatan negaranya. Dapat dikatakan definisi
nasionalisme menurut Hermann merupakan definisi yang tradisional, dimana kode
operasional yang digunakan masih seputar bangsa dan negara dalam konteks tradisional
dan hampir selalu berkaitan dengan penggunaan istilah “militer” atau “berseteru”, atau
istilah yang berkaitan dengan “lemah” atau “kuat” bahkan istilah “sikap campur tangan
urusan negara lain” yang erat kaitannya dengan kedaulatan suatu negara dalam
pemaknaan tradisional (Hermann, 1980). Pemimpin yang memiliki rasa nasionalisme
tinggi (high nationalism) mempunyai kehendak yang kuat dalam memelihara kedaulatan
dan integrasi negara. Sedangkan pemimpin yang memiliki rasa nasionalisme rendah (low
nationalism) mempunyai kehendak yang rendah dalam memelihara kedaulatan dan
integrasi negara.
2. Percaya pada kemampuan sendiri untuk mengendalikan situasi (belief in one’s own

ability to control events)
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Percaya pada kemampuan sendiri untuk mengendalikan situasi oleh Hermann sebagai
sebuah pandangan dimana seorang pemimpin merasa bahwa dirinya memiliki
kemampuan untuk menciptakan atau mengontrol suatu keadaan. Dalam hal ini dapat
dikatakan bahwa seorang pemimpin memiliki keyakinan bahwa keadaan di dunia
internasional berada di bawah kendalinya. Lebih lanjut, dalam konsep yang disampaikan
Hermann, ia menyatakan indikator lain selain kepercayaan pemimpin itu sendiri, yaitu,
kemampuan pemerintah dalam mempengaruhi sebuah keadaan yang terjadi di dalam suatu
negara atau terhadap suatu negara (Hermann, 1980). Karakter ini melihat kemampuan
individu dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mengendalikan
keadaan. Pemimpin yang percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi apa yang terjadi di
dunia pada umumnya lebih tertarik dan aktif dalam proses pembuatan kebijakan.

Pemimpin yang tinggi dalam keyakinan cenderung memanggil bawahan untuk
memeriksa apa yang mereka lakukan, melakukan kunjungan mendadak ke suatu tempat di
mana kebijakan diterapkan, tertarik untuk bertemu dengan para pemimpin lain secara
tatap muka, cenderung untuk memulai kegiatan dan kebijakan daripada harus menunggu
orang lain membuat saran, pemimpin yang percaya bahwa mereka bisa mempengaruhi
apa yang terjadi dengan memulai dan mengawasi kegiatan untuk memastikan bahwa
kebijakan tersebut diberlakukan, cenderung mengambil alih karena merasa dapat
mempengaruhi peristiwa dan cenderung menjadi kurang berkompromi atau membuat
kesepakatan dengan orang lain (Hermann, 1980: 13-15).

Pemimpin yang rendah keyakinan cenderung lebih banyak reaktif terhadap situasi,
menunggu untuk melihat bagaimana kemungkinan situasi akan terjadi sebelum bertindak,

kecil kemungkinannya untuk mengambil inisiatif, lebih memilih untuk membiarkan orang
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lain mengambil tanggung jawab yang besar diluar dari kebiasaannya. Pemimpin seperti
ini ingin berpartisipasi dan memimpin konteks di mana ada setidaknya 50% kemungkinan
sukses. Pemimpin seperti ini juga mampu mengalihkan kesalahan ketika terjadi kesalahan
(Hermann, 1980: 13-15).

3. Kebutuhan akan kekuatan

Hal ini merujuk pada perhatian individu untuk mendirikan, memelihara atau
mengembalikan kekuatan negaranya. Dengan kata lain, keinginan untuk mengontrol,
mempengaruhi, atau memiliki dampak pada orang atau kelompok lain (Winter, 1973).
Pemimpin yang membutuhkan kekuatan mencoba untuk mengatur perilaku orang lain
atau kelompok, memberi nasihat atau bantuan jika tidak diminta, mencoba untuk
membujuk, menyuap, atau berdebat dengan orang lain selama belum mencapai
kesepakatan atau menghindari perselisihan, berusaha untuk memberikan kesan atau
mendapatkan ketenaran dengan suatu tindakan, prihatin dengan reputasi dan posisinya.

Ketika kebutuhan akan kekuasaan tinggi, para pemimpin bekerja untuk memanipulasi
lingkungan dan tampil sebagai pemenang. Mereka pandai menilai situasi dan merasakan
taktik apa yang akan berhasil untuk mencapai tujuannya. Sering kali bekerja di belakang
layar untuk memastikan posisi mereka menang (Hermann 1980: 15-17).

Ketika kebutuhan akan kekuasaan rendah, para pemimpin memiliki lebih sedikit
kebutuhan untuk memegang kendali; mereka bisa menjadi satu di antara beberapa yang
memiliki pengaruh. Pemimpin ini memiliki rasa keadilan dalam artian berurusan dengan
orang secara adil berdasarkan norma kelompok. Tujuan pemimpin ini adalah membangun
hubungan kepercayaan dengan pengikutnya dan memiliki rasa tanggung jawab bersama

terhadap apa yang terjadi (Hermann 1980: 15-17).

19



Pendekatan dari teori-teori diatas akan digunakan oleh penulis untuk menjelaskan
perilaku presiden Jokowi terhadap kebijakan luar negeri dalam menanggani illegal fishing
di wilayah Indonesia.

c. Konsep lllegal Fishing

Illegal fishing merupakan istilah asing yang dipopulerkan oleh para ahli hukum di
Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai
kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup.

Pengertian Illegal Fishing merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh
International Plan of Action (IPOA) — Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing
yang diprakarsai oleh FAO (Food and Agriculture Organization) dalam konteks
implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian Illegal
Fishing adalah: “Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the
jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and
regulation”. (Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau
kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang
memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum
dan peraturan negara itu). (Graflon, 2011: 28-29).

Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang
melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan
perundangan lainnya yang masih berlaku. Illegal Fishing dalam pengaturannya sering
disandingkan dengan tindak pidana perikanan lainnya, yaitu IUU Fishing yang secara

harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah dan tidak diatur oleh
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peraturan yang ada, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga
pengelola perikanan yang tersedia.

Dalam studi hubungan internasional, illegal fishing dikategorikan sebagai salah satu
bentuk transnational crime, karena dalam kegiatannya terkandung beberapa aspek yang
tercakup dalam pengertian transnational crime. Transnational crime dapat dikategorikan
sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non-tradisional dan sering diartikan
sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek, yakni: (Simela,
2012: 63)

1) Dilakukan di lebih dari satu negara,

2) Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain,

3) Melibatkan organized criminal group di mana kejahatan dilakukan di lebih satu
negara,

4) Berdampak serius pada negara lain.

Hal tersebut menjelaskan bahwa pengaturan kegiatan kejahatan dapat melampaui
batas-batas negara dan berdampak pada pelanggaran hukum di berbagai negara. Sebagai
contoh yang berkaitan erat dengan kasus yang terjadi di Laut Natuna, Laut Arafuru dan
Laut Sulawesi di mana terjadi pelanggaran lintas batas negara yang dilakukan oleh Warga
Negara Thailand, Vietnam, Malaysia dan Filiphina, yang mana mereka melakukan
tindakan kejahatan IlUUF.

Berkaitan dengan kejahatan lintas negara khususnya dalam bidang IUUF, poin-poin
di atas sudah dapat menjelaskan bahwa kejahatan yang terjadi di Laut Natuna, Laut
Arafuru dan Laut Sulawesi merupakan kejahatan lintas negara atau transnational crime

karena kejahatan tersebut sudah melintasi batas negara, dilakukan oleh orang-orang selain
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aktor negara misalnya suatu kelompok masyarakat, memunculkan efek negatif terhadap

negara yang terdampak, dan tentunya melanggar hukum di negara terdampak.

1.6.2 Alur Pemikiran

Gambar 1.2 Bagan Skema Alur Pemikiran

Permasalahan Illegal Fishing

v

Perubahan kebijakan penangganan illegal

flshing di wilayah Indonesia.
Menteri Susi Pudjiastuti

l

Idiosinkratik (karakteristik pribadi individu)

1. Nasionalisme
2. Believe in one’s own ability to control events

3. Kebutuhan akan kekuatan

1.7 Argumen Utama

Perubahan kebijakan penangganan illegal fishing pada masa Pemerintahan Jokowi
dibawah Pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti terhadap kebijakan penenggelaman kapal
disebabkan oleh faktor idiosinkratik dari karakteristik kepribadian individu dalam politik luar
negeri. Karakter ini terdiri dari 3 karakter yaitu Nasionalisme, Believe in one’s own ability to

control events dan Kebutuhan akan kekuatan. Karakter ini yang mendorong Menteri Susi
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menerapkan kebijakan penenggelaman kapal yang berbeda dengan Menteri Cicip era

Pemerintahan SBY.

1.8  Metode Penelitian
1.8.1 Desain Penelitian
Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (natural setting) dimana peneliti adalah sebagai
instrumen kunci (Sugiyono 2013: 72). Dalam penelitian ini obyek yang diteliti adalah
faktor-faktor pendorong berubahnya kebijakan penangganan illegal fishing era Jokowi.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa
data angka, melainkan data yang berasal dari buku, jurnal, artikel, media cetak, dan juga
dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah
agar peneliti dapat mengetahui apa-apa saja faktor yang menyebabkan kebijakan
penenggelaman kapal Jokowi berbeda dengan pemerintahan sebelumnya (era SBY).
Menurut Sukmadinata (2009), penelitian deskriptif ditujukan mendeskripsikan atau
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah
ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik,
perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain. Berupaya
memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.

Dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dan analisis/pengolahan data
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serta mambuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi

situasi.

1.8.2 Definisi Konsep
Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik
suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan
diatas, dapat dikemukakan definisi konsep dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

a. Kebijakan Luar Negeri

kebijakan luar negeri adalah sebuah kebijakan pemerintah yang berwenang terhadap
lingkungan internasional yang didasari adanya kepentingan dan tujuan nasional serta
terdapat nilai-nilai dan instrumen dalam mengejar tujuan tersebut (Kegley dan Wittkopf
2001: 55)
b. lllegal Fishing

Dalam The Contemporary English Indonesia Dictionary, dikemukakan bahwa
“Illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “Fish” artinya
ikan atau daging ikan, dan “Fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata
pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah
tersebut dapat dikatakan bahwa “lllegal Fishing” menurut bahasa berarti menangkap
ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. (Graflon, 2011: 28-29).
c. Idiosinkratik

Dalam buku Teori-teori Kepribadian dan Mental Hygine, Warren menjelaskan
bahwa idiosinkratik adalah keseluruhan pengaturan mental seseorang pada seluruh
tahap dalam perkembangannya. Hal ini meliputi fase-fase dari karakteristik manusia,

intelektualitas, tempramen, keahlian moral, dan sikap yang telah dibangun dalam
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perjalanan hidup seseorang setelah memperhatikan perkembangan dalam fase-fase yang

telah dibangun tersebut (Kartini dan Kartono, 1974).

1.8.3 Fokus Penelitian

Tabel 1.4 Fokus Penelitian

Pudjiastuti pada

era Jokowi

control events)

Variabel Dimensi Indikator Deskripsi
Perubahan Idiosinkratik Nasionalisme | Seberapa pengaruh keterkaitan emosi
kebijakan (Karakteristik yang dimilikinya terhadap
penangganan kepribadian bangsanya, rasa cinta tanah air untuk
Illegal Fishing | dalam politik menegakkan kedaulatan negaranya.
yang dilakukan | luar negeri) (believe in Percaya pada kemampuan sendiri
Menteri Susi Z’gieli":yotvgn untuk mengendalikan situasi.

Kebutuhan

akan kekuatan

Merujuk pada perhatian individu
untuk mendirikan, memelihara atau

mengembalikan kekuatan negaranya.

1.8.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda

atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai

subjek penelitian (Hamidi, 2005: 75-76).

Dalam penelitian ini unit analisisnya berupa individu, peneliti akan memfokuskan

penelitian pada kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Menteri Susi Pudjiastuti

dalam menanggani illegal fishing di era Pemerintahan Jokowi.
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1.8.5 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data
Data Kualitatif

Data yang berbentuk kata-kata atau kalimat verbal, bukan dalam bentuk angka.
Data kualitatif dapat diperoleh dengan metode studi kepustakaan dan studi
dokumentasi/analisis dokumen.

b. Sumber Data
Data Sekunder
Menurut Moh. Nazir, Ph. D dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian”

Sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-
catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orsinil. Menggunakan sitasi orang lain
tentang suatu kejadian, merupakan sumber sekunder dalam metode sejarah. Sumber

sitasi dan bukan dari penyaksi kejadian sendiri juga merupakan sumber sekunder.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Menurut Kartodirjo (dalam Bungin, 2005: 154), dokumentasi adalah pengumpulan
data yang digunakan dan pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk
menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk catatan
harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, dan
lain sebagainya (Sugiyono 2013: 82).

Dokumentasi yang dimaksud adalah penggumpulan data berupa gambar dan
dokumen lainnya. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif guna
menunjang penelitian. Penulis menggunakan dokumentasi dalam hal ini yang berkaitan

melalui koran, jurnal, majalah, artikel dan data-data dari internet.
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1.8.7

b. Kepustakaan

Menurut Moh. Nazir, Ph. D dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian”
Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada, peneliti bertugas menggali
teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari
metode-metode serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau dalam
menganalisis data, yang telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu; memperoleh
orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindarkan
terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan. Studi literatur, selain dari mencari
sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk
mengetahui sampai mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang,
kesimpulan dan degeneralisasi yang telah pernah dibuat, sehingga situasi yang
diperlukan dapat diperoleh. Dengan mengadakan studi terhadap literatur yang telah
ada, peneliti dapat belajar secara lebih sistematis lagi tentang cara-cara menulis karya
ilmiah, mengungkapkan buah pikiran yang akan membuat peneliti lebih kritis dan

analitis dalam mengerjakan penelitiannya sendiri.

Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, keabsahan data sangat penting dan diperlukan dalam

mengecek kebenaran suatu data hasil penelitian agar lebih jelas dan akurat. Dalam

penelitian kualitatif ini, teknik keabsahan data yang digunakan penulis adalah metode

triangulasi sumber data. Teknik triangulasi sumber data merupakan metode untuk menguji

kredibilitas data dalam penelitian melalui pemeriksaan dan membandingkan data yang

diperoleh dari berbagai sumber dengan sumber lainnya (Moleong, 2008: 330). Sumber

yang dimaksud adalah dokumen, jurnal, buku, artikel, media internet dan lain sebagainya.
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1.8.8 Teknik Analisis Data
Terdapat tiga tahap dalam analisis data, yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan
tahap kesimpulan (Bungin, 2003: 229). Pada penelitian ini teknik analisis data yang
digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat berbentuk rangkuman dengan memilih hal-hal penting dan
memilih data yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada tahap ini peneliti akan
memusatkan perhatian pada data yang telah ada, kemudian data tersebut dipilih dan
dicocokkan dengan penelitian yang diambil. Selanjutnya data yang cocok akan di
sederhanakan dengan maksud mengklasifikasi data atas dasar tema-tema. Data yang
tersebar akan dipadukan dan peneliti akan menelusuri tema untuk merekomendasikan
data tambahan, kemudian peneliti akan melakukan abstraksi data menjadi uraian
singkat.
b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan agar memahami data apa yang sesuai dengan objek
penelitian. Pada tahap ini akan dilakukan terlebih dahulu penyajian data informasi
dalam bentuk teks naratif. Hal ini dimaksudkan untuk menyajikan data yang telah
direduksi dan dikategorisasikan menjadi bentuk cerita. Misalnya Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) menceritakan bagaimana keadaan dan strategi yang
dilakukan untuk melindungi kedaulatan Indonesia, seperti kasus illegal fishing. Data
tersebut disajikan dalam bentuk ringkasan kalimat yang dapat dimengerti oleh semua

orang.
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c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyimpulkan apa saja yang didapatkan

dari data yang tersedia sesuai dengan kerangka teori. Pada tahap ini peneliti melakukan

uji kebenaran dari data yang sudah ada.

1.8.9 Jadwal Penelitian

Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan

dilaksanakan. Dalam hal ini Peneliti mencoba menguraikan jadwal penelitian tentang

kebijakan penangganan illegal fishing pada era Presiden Jokowi. Berikut dengan kegiatan

apa saja yang akan dilakukan, dan berapa lama akan dilakukan.

Jadwal penelitian ini

dilakukan mulai bulan Oktober 2019 — Mei 2020 yaitu selama 8 bulan. Tahapan-tahapan

dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.5 Jadwal Penelitian

No

Kegiatan

Bulan

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Penyusunan Proposal Penelitian

Pengumpulan data awal

. Penyusunan laporan penelitian

. Seminar proposal

a.
b
c. Bimbingan ke dosen
d
e

Perbaikan isi proposal skripsi

Penyusunan SKripsi

a. Pengumpulan data dan informasi
penelitian.

. Penyusunan skripsi

b
c. Bimbingan ke dosen
d. Ujian Komprehensif

e. Perbaikan skripsi
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1.8.10 Sistematika Penulisan Skripsi
Agar diperoleh keseluruhan dari isi skripsi tergambar dengan jelas, penulis membagi

penulisan skripsi ke dalam empat bab, yaitu :

BAB | : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, hipotesis, metode penelitian
dan sistematika penulisan.
BAB Il : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini, akan dijabarkan mengenai latar belakang kehidupan individu dan

orientasi kebijakan luar negeri dari Presiden Jokowi.

BAB Il : PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dijelaskan perubahan kebijakan penenggelaman kapal oleh Menteri
Susi dalam menangani illegal fishing di era Pemerintahan Jokowi melalui faktor-faktor
yang menyebabkan Menteri susi menerapkan kebijakan penenggelaman kapal yang berbeda
dari pemerintahan sebelumnya (presiden SBY) dalam menanggani illegal fishing di
Indonesia.
BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, hal yang akan dibahas adalah kesimpulan dari hasil penelitian
yang serta merta juga akan menjawab pertanyaan terhadap penelitian yang dilakukan.
Kemudian akan berisikan saran-saran yang diharapkan memberi manfaat bagi lembaga

yang terkait dan juga kepada penelitian selanjutnya.
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